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AASTRAR

rda 3 permasalahan mendasar dalam hukum pldana, yabtu

masalah perbuatan pidana, keszalahan dan oidana. Ehusus manganal
pidana saal ini terdapat suaku masalah yang sifalnya universal,
yakni ketidakpuasan masyarakat akan sankeil pldana perampasan
vamerdekaan [(penjara), karena dianggap kurang efektif dan lebih
panyak menimbulkan akihat negatif terhadap terpidana sendiri
maupun masyarakat luas. Benyak negara yang kebijakan krimlnalnya
horusaha mengurangl penerapan pidana penjara, terutama jangka
pendek, dan lebih mengubamakan pengaunaaln sank=si alternatif yang
=ifatnya non-custodial (non-institusional), seperti pidana ber-
syarat. Dalam EUHP kita pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a-
[, tapi praktek peradilan pidana memperlihatkan bahwa penerapan
pidana bersyarat masih sangat minim, tidak lebih darl 2 % per
tahun dari keseluruhan putusan dalam perkara pidana. renelitian
ini menccha mengetahul sebab minimnya penerapan pidana hersyarat
dalam praktek peradilan pidana di negara kita, serta mencarl
kemungkinan upaya-upaya yany dapat dilakukan untuk mendayagunakan
pidana bersyarat di masa depan. Hasll penslitian di lapangan
memporlihatkan, bahwa mazih sedikltnya penerapan pidana bersyarat
digehabkan oleh 2 hal, yaitu sistem perumusan ancaman pidana
dalam aturan-aturan hukum pidana kika, yang lelbih membuka peluand
nnbuk  diterapkannya pldana perampasal kemerdekaan [penjara)
dibandingkan sanksi pidana laln, marta adanya pandangan negatif
dari senagian masyarakab kita terhadap pidana bersyarat, yang
helum mengenggap pidana bereyarat cabagal salah satu bentuk
sanksi pidana karena tidak adanya efeok derita altan sengsara.
salain daripada iku pelaksanaan pidana hersyarat jku sendiri
celama ini belum optimal untuk mencapai tujuan pemidanaan, dige-
habkan adanya beberapa hambatan, bhaik ol bidang peraturan poru-
ndang-undangan, sarana dan prasarana, pengawassn dan pemblnaannya
enrla tehnis dan administrasi. Guna mangantisipasi Lberlakunya
¥Uie Baru nantl sebagal salah satu wijud pembaruan hukum pidana
kita, yang didasari pemikiran untuk Mgohemat mungkin® dengan
pldana perampasan kemaerdekaan, dan mengubamakan gsanksi pldana
yang hersliat non-custodial, perlu dilakukan pendayagunaan pidana
nersyarat sebagal sanksi pidana yang sifatnya non-custodial.
Upaya itu dilakukan dengan antara lain membuat suatu Standar
ralaksanaan Pidana Bersyarat sebagal pedoman yang lengkap hagil
penegak hukum untuk menerapkan pidana bersyarat, mombuat peratu-
van yang memungkinkan pidana bersyarat iku diberikan secara
imperatlf doalam kondisl-kondisi tertentu, serta melakukan penin-
gkalban dalam sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pidana ber-
syarat bermasuk peningkatan pada pengawasan dan pembinaan terha-
dap terpidana bhersyarak.



FENDANULOAN

&. Latar Belakang Permasalahan.

Packer dalam bukunya The limits of Criminal Sanction menga-
takan, bahwa ada 3 konsep dasar dalam hukum pidana yaltu perbua-
tan, kKesalahan dan pidana. EKetiga kKansep dasar ini merefleksikan
tiga permasalahan mendasar dalam hukum pidana, yaitu (1) perbua-
tan apa yang harus ditentukan sebagai perbuatan pldana, [2)
persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menentukan sesecrang
sebagal pelaku tindak pidana, dan (3) apa vang harus
dilakukan/diberikan kepada SEOrang pelaku  tindak pidana

(Packear,1968:7).

Berkenaan dengan masalah ketiga, yaitu pidana, berbeda dari
masa lalu yang menganggap pemidanaan sebagal persoalan sederhana,
baik mengenai jenis pidana yang sangat terbatas, dan tujuan
peEmidanaan yang mempunyal cakrawala vang sempit, maka dewasa ini
masalah pemidanaan menjadi sangab kompleks sebagal akibat dari
usaha-usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyang-
kut hak-hak asaszi manusia (ilaM), serta menjadikan pidana bersifat

operasional dan fungsional (Muladi,l19835:6).

Berkaitan dengan hal pemidanaan ini sekarang terdapat suatu
masalan wvang sSecara universzal terus dicarikan pemecahannya.
Masalah-tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap

pidana perampasan kemerdekaan (penijara)l, yang dalam pelbagai



HASIT, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pidana Bersyarat Dalam Praktek.

Data dari Bira Pusat Statistik mengenal putusan hakim dalam
perkara pidana memperlihatkan, bahwa secara nasional daril 126.295
peckara pidana pada tahun 1988 - 13983, sobanyvak 101.242 perkara

P ¥
fatau B0,16%) dijatuhi pidana penjara, 3.351 perkara [2,8%)
diputus dengan lain-lain seperti pembebasan (vrijspraak) dan
pelepasan dari segala tuntutan hukum [ontslag van alle rechtsvear-
volging), sementara yang diputus dengan pidana bersyarat bherjum-—
lzh 10.184 perkara (14,3%) (BP5,1992: Data Statistik kriminal
sumber data Pengadilan HNegeri tahun 1%38-198%). Ini berarti
secara nasional penerapan pidana persyarat dalam perkara pidansa
sepanjang tahun 1588-198% tidak lebih d4dari 15 &. Pada ruang
iingkup vang lebih kecil yaitu untuk wilayah propinsi DRI Jakarta
serfa wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta
Timur yang menjadi daerah penelitian, persentase tersebut lebin

kecil lagi yaitu tidak lebih dari 2% (lihat tapel 1 dan 2.

Data di atas sekaligus juga memperlihatkan, bahwa secara
nasicnal maupun dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil,
jenis pidana yang paling banyak diterapkan oleh hakim dalam
putusan perkara pidana adalah pidana penjara. Dan Jika dilihat
dats dari tabel berikuetnya (tabel 3,4 dan 5) maka dapat diketahuli

bahwa pidana penjara yang paling banyak diterapkan adalah pidana
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KEESIMPULAN DAM SARAN

Saat ini eksistensi pidana penjara sebagail alat pengendali
kejahatan =sedang dalam masa krisis, karena terbukti Kurang
efektif serta menimbulkan banyak kerugian, baik pada pelaku
maupun terhadap masyarakat. Sehingga banyak negara telah
mengamizil kebijakan untuk menghindari penggunaan pidana
penjara ini, dan mengusahakan sebanyvak mungkin pemakaian
gankzi alternatif vang sifatnya non custodial.

Salah satu jenie sanksi alternatif yang terdapat dalam KUHP
kita sekarang adalah plidana bersyarat. Namun praktek peradi-
lan pidana 4i negara kita sampal =aat ini memperlihatkan,
bahwa penerapan sanksi pidana berszyvarat masih sangat minim.
Ada banvak faktor yang menjadi sebab mengapa penerapan
pidana bersyarat masih belum optimal. Di samping masih
kuatnya pandangan masyarskat bahwa yang merupakan sanksi
pidana adalah pidana penjara, sebab lainnya adalah: peratu-
ran yang ada masih belum memberikan pedoman yang lengkap
tentang penerapan pidans bersyarat, kurangnya Kemampuan
petugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, kurangnya
sarana dan prasarana dalam pelaksanzan pengawasan danh pembl-
haan terpidana bersyarat, sampal pada masalah tehnis dan
administrasi vang menghambat pelaksanaan pldana bersyarat
tersebut.

Guna mengantisipasi berlakunya Xonsep KUHP Baru yang akan

menggantikan EUHP 1%13, vang berpijak pada pemikiran dasar
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untuk sehemat mungkin dengan pidana penijara, serta menguta-
makan preferensi kepada sanksi pidana alternatif yang bersi-
fat non-custodial, seperti pidana pengawasan, pidana ker]a
zgsial dan pldana denda, maka perlu dilakukan upaya untuk
memasyarakatkan bentuk-bentuk sanksi alternatif tersebut
dengan cara mendayagunakan pidana bersyarat, gelbagai salah
satu sanrksil alternatif yang diatur dalam KUHP =zekarang.
Beberapa upava yang dapat dilakukan dalam rangka mendayagu-
nakan pidana bersvarat sebagal sanksi alternatif untuk mema-
sayarakatkan pelaku tindak pidana di luar lembaga, antara
lain:

a. Membuat Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat sehingga
penegak hukum mempunyal pedomRan yang lebih lengkap
untuk menerapkan pidana bersyarat.

b, Membuat peraturan yang memungkinkan pemberian pidana
bersyarat diberikan secara imperatif dalam kondisl-

kondisl tertentu.

1

Melakukan peningkatan dalam pengawasan dan pembinaan
terpidana bersyarat, termasuk melibatkan peranan
hakim wasmat.

4. Melakukan peningkatan dalam sarana dan prasarana hagi

pelaksanaan pidana bersyarat.
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